SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 2/KU.03.2-Kpt/3204/Kab/1/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020
UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2020 yang pendanaannya berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan,
dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola
keuangan negara yang baik berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2020 Untuk Badan Penyelenggara
Pemilihan Ad Hoc.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang ...



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010
tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5174);

9. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya
atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau
APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 46);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan
Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.05/2017 tentang  Pengelolaan Rekening
Milik  Satuan  Kerja  Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1727);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 902);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...



17.

18.

19.

20.

21.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019
Tentang  Tahapan, Program dan  Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor
88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana
Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/Tahun
2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 Untuk
Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1132 /PP.02-Kpt/02/KPU/IX/2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1312/HK.03.1-
Kpt/01/KPU/VII[/2019 tentang Standar dan
Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan
Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2020.

Memerhatikan: ...



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah
Kabupaten Bandung dengan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Nomor
270/1035/Tapem dan Nomor: 13/KU.07-
SPj/3204/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pelaksanaan
Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung Nomor: 65/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/
2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Nomor: 84/PP.01.2-
Kpt/3204/Kab/XI1/2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Nomor: 6/KU.03.2-
BA/3204/Kab/1/2020 tanggal 9 Januari 2020
tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan
Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2020 Untuk Badan Penyelenggara

Ad Hoc.
MEMUTUSKAN :
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2020 UNTUK BADAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC.

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
Untuk Badan Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU menjadi panduan bagi Badan
Penyelenggara Ad Hoc dalam mengelola keuangan yang
bersumber dari hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2020, dan dilaksanakan dan

bersumber ...



dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Format dan Model Dokumen yang digunakan dalam
Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG




LA AT T A Nl
OALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 2/KU.03.2-Kpt/3204/Kab/1/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020
UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
AD HOC

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2020 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC

A. Badan Penyelenggara Pemilihan (BPP) Ad Hoc

Organisasi Pelaksana BPP Ad Hoc terdiri atas:

1.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di tingkat
kecamatan;

Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di tingkat
kelurahan/desa;

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berkedudukan di
kelurahan/desa; dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkedudukan
di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun organisasi pelaksana BPP Ad Hoc, dapat dijelaskan pada

Bagan di bawah ini :



Bagan 1
Organisasi Pelaksana BPP Ad Hoc

KPURl |

KPU PROVINSI JAWA BARAT ‘

KPU KABUPATEN BANDUNG

Membentuk BPP
Ad Hoc

PPK PPS

| Membentuk |

PPDP | KPPS |




B. Alokasi, Pembayaran, Penyaluran, Pertanggungjawaban, Batasan

Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan, Anggaran untuk

Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung
1. Alokasi Anggaran untuk BPP Ad Hoc

a.

Anggaran untuk PPK, PPS, PPDP, dan KPPS disediakan pada
Rencana Anggaran (RAB) KPU Kabupaten Bandung Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bandung
menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk alokasi
anggaran masing-masing BPP Ad Hoc. POK merupakan batas
anggaran tertinggi yang tidak bisa dilampaui sebagai dasar
pelaksanaan anggaraan di BPP Ad Hoc.

KPU Kabupaten Bandung  memberitahukan anggaran
sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada PPK, PPS, PPDP,
dan KPPS secara terinci sesuai POK melalui masing-masing PPK.
PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dilarang mengubah POK yang
diterbitkan.

Perubahan POK dilakukan oleh KPA dengan pertimbangan

penyesuaian atas kebutuhan atau penambahan anggaran.

2. Pembayaran Anggaran Untuk BPP Ad Hoc

a.

Sekretaris PPK mengajukan permohonan pengajuan kebutuhan
anggaran menggunakan format MODEL.KEU.SPPKD.PPK.01 yang
diketahui Ketua  PPK  kepada  Sekretaris KPU Kabupaten
Bandung sesuai tahapan dan sudah tercantum di POK PPK

(termasuk anggaran PPS).

. Pengajuan kebutuhan anggaran didasari atas POK/RKB yang telah

ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung.

Sekretaris PPS mengajukan surat permohonan pengajuan
kebutuhan anggaran (MODEL.KEU.SPPKD.PPS.01) yang
diketahui Ketua PPS kepada Sekretaris PPK sesuai tahapan dan
sudah tercantum di POK PPS (termasuk Anggaran PPDP dan KPPS).
Secara berjenjang BPP Ad Hoc mengajukan surat permohonan
pengajuan kebutuhan anggaran kepada KPA agar dilakukan

penelitian sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
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. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bandung melakukan
penelitian kebutuhan anggaran yang diajukan oleh PPK sesuai
dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Setelah melakukan penelitian kebutuhan Anggaran Pemilihan
Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bandung
memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) Kabupaten
Bandung untuk melakukan Pembayaran/Transfer Anggaran
Pemilihan.

. Bendahara Pengeluaran (BP) KPU Kabupaten Bandung melakukan
Pembayaran /Transfer Anggaran Pemilihan.

. Penyaluran uang kepada BPP Ad Hoc atas honorarium dan
pembayaran kepada pihak ketiga yang dikenakan pajak, maka
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung wajib untuk
memotong pajak dimuka sebelum uang tersebut disalurkan.
Pengajuan Anggaran untuk bulan berikutnya dilakukan setelah
PPK dan PPS telah menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban,
adapun pertanggungjawaban dimaksud adalah LPJ ditingkat
Kecamatan dan seluruh tingkat kelurahan/desa diwilayahnya
(satu kesatuan) pada bulan sebelumnya dengan didukung bukti
pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh Sekretaris PPK,
Sekretaris PPS diwilayah masing-masing yang telah diverifikasi
oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bandung.

Bagan 2
Alur Pembayaran Anggaran

1

KUASA PENGGUNA
PPK - ANGGARAN (KPA) KPU
KAB.BANDUNG

A I T

PEJABAT PEMBUAT
‘.. KOMITMEN KPU KAB
BANDUNG

BENDAHARA
PENGELUARAN

4
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3. Penyaluran Anggaran Hibah untuk BPP Ad Hoc

a.

Penyaluran anggaran hibah dari KPU Kabupaten Bandung ke BPP
Ad Hoc berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten Bandung selaku KPA dibuktikan

dengan tanda terima.

. Penyaluran dilakukan sekaligus atau bertahap dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan serta
pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah tahapan
Pemilihan di BPP Ad Hoc.

Penyaluran anggaran hibah kepada masing-masing Sekretaris PPK,
Sekretaris PPS dan Ketua KPPS dilakukan sesuai dengan rincian
alokasi anggaran yang telah ditandatangani Sekretaris KPU
Kabupaten Bandung selaku KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabpuaten Bandung (sesuai kebutuhan anggaran yang telah
disahkan/ditetapkan).

Penyaluran anggaran kepada PPK dan PPS dilakukan melalui
rekening (non tunai) secara berjenjang dimana pembukaan
rekening tersebut atas nama Sekretariat PPK dan PPS (nama
kecamatan/kelurahan/desa).

Penyaluran anggaran secara berjenjang kepada PPK dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung untuk
kebutuhan kegiatan dan anggaran :

1) PPK; dan

2) Masing-masing PPS (termasuk KPPS) di wilayahnya.

Atas penerimaan anggaran dimaksud, Sekretaris PPK kemudian
memerintahkan kepada staf/pelaksana pada Sekretariat PPK yang
ditunjuk/bertanggung jawab  mengelola keuangan untuk
menyalurkan anggaran kepada masing-masing PPS di wilayahnya.
Penyaluran anggaran dilakukan melalui rekening (non tunai).
Penyaluran anggaran dilakukan oleh staf/pelaksana pada
Sekretariat PPK atas perintah/persetujuan Sekretaris PPK
dan  diketahui oleh Ketua PPK yang dibuktikan dengan
pengesahan/persetujuan oleh Sekretaris PPK dan Ketua PPK pada

lembar kuitansi serah terima/bukti transfer.
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. Staf/pelaksana pada Sekretariat PPK wajib menyimpan dengan
baik fotokopi bukti-bukti dimaksud sebagai bagian dari
kelengkapan atas persyaratan penerimaan uang yang
disetujui/disahkan oleh Sekretaris PPK.

Penyaluran Anggaran secara berjenjang kepada KPPS dilakukan
oleh Sekretaris PPS untuk kebutuhan kegiatan dan anggaran
masing-masing KPPS di wilayahnya.

Atas penerimaan anggaran dimaksud, Sekretaris PPS kemudian
memerintahkan kepada staf/pelaksana pada Sekretariat PPS yang
ditunjuk/bertanggung jawab  mengelola keuangan untuk
menyalurkan anggaran kepada masing-masing KPPS di
wilayahnya.

. Penyaluran anggaran kepada KPPS dilakukan secara
langsung/tunai dilakukan oleh staf/pelaksana pada Sekretariat
PPS atas perintah /persetujuan Sekretaris PPS dan diketahui oleh
Ketua PPS yang dibuktikan dengan pengesahan/persetujuan oleh
Sekretaris PPS pada lembar kuitansi serah terima.

Penyaluran anggaran melalui tunai/secara langsung dilakukan
kepada Ketua KPPS setelah terlebih dahulu
menunjukan/melampirkan fotokopi jelas kartu tanda penduduk
(KTP) dan fotokopi Keputusan Ketua PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten Bandung.

.Atas bukti penyalurannya ke KPPS, staf/pelaksana pada
Sekretariat PPS meminta bukti penerimaan uang (kuitansi) yang
telah ditandatangani oleh Ketua KPPS masing-masing. Bukti
penerimaan uang dan fotokopi KTP dan fotokopi Keputusan Ketua
PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bandung kemudian
disampaikan kepada Sekretaris atau Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Bandung.

. Staf/pelaksana pada Sekretariat PPS wajib menyimpan dengan
baik fotokopi bukti-bukti dimaksud sebagai bagian dari
kelengkapan atas persyaratan penerimaan uang yang
disetujui/disahkan oleh Sekretaris PPS.

. Bukti penyaluran anggaran kepada masing-masing PPK, PPS dan

KPPS di wilayahnya disampaikan kepada Bendahara
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Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung paling lambat 1 (satu)

minggu setelah anggaran tersebut diterima oleh Sekretaris PPK,
Sekretaris PPS dan Ketua KPPS.

p. Atas penyaluran anggaran kepada PPS, maka Sekretaris PPK dan

staf/pelaksana pada Sekretariat PPK bertanggung jawab secara

formil (kelengkapan/persyvaratannva) dan materiil (nilai/uang

yang dibayarkannya sesuai POK yang telah ditetapkan/disahkan
oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung selaku KPA).
q. Atas penyaluran anggaran kepada KPPS, maka Sekretaris PPS dan

staf/pelaksana pada Sekretariat PPS bertanggung jawab secara

formil dan materiil.

r. Penutupan rekening oleh PPK, PPS dilakukan setelah seluruh
Tahapan Pemilihan selesai dilaksanakan.

Bagan 3
Alur Penyaluran Anggaran untuk BPP Adhoc

Bendahara PEJABAT PEMBUAT
Pengeluaran KPU  gre—— KOMITMEN KPU
Kab/Kota SPBy/SPT Kab/Kota

Tanda bukti 1

A
|
| 3
I

2
p— KPPS

o == = =

PPK =P  PPS/PANTARLIH
| I —

Tanda bukti 2 Tanda bukti 3

4. Pertanggungjawaban BPP Ad Hoc
a. Berkaitan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran Hibah penyelenggaraan Pemilihan, maka bukti-bukti
pertanggungjawaban dinyatakan sah apabila :

1) Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
(kelengkapan, persyaratan, dll);

2) Memenuhi hak si-penagih /yang berhak menerima (nama, tanda
tangan, alamat, rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak, izin usaha,
cap dan kop Perseroan Terbatas/Commanditaire Vennootschap
(CV)/orang dan lainnya sesuai dengan yang tertera dalam

kontrak/perjanjian);
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3) Sesuai dengan tujuan pengeluaran (jenis akun, rincian jenis
belanja dan lainnya telah sesuai dengan POK yang telah
disahkan/ditetapkan);

4) Ada yang memerintahkan dan bertanggung jawab atas perintah
pembayaran yang dilakukan.

. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran Hibah

penyelenggaraan Pemilihan yang diterima dan digunakan oleh PPK,

PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

1) Anggaran yang diterima oleh PPK, PPS dan KPPS untuk
membiayai kegiatan Tahapan Pemilihan penggunaannya harus
berpedoman kepada POK/RKB yang telah ditetapkan oleh
Sekretaris KPU Kabupaten Bandung selaku KPA.

2) Pembayaran yang dilakukan staf/pelaksana yang bertanggung
jawab di bidang keuangan pada Sekretariat PPK dan PPS
dilakukan atas perintah/persetujuan Sekretaris PPK
dan Sekretaris PPS.

3) Untuk KPPS pembayaran dilakukan langsung oleh Ketua KPPS.

4) Pembayaran dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan dan didukung dengan bukti pembayaran yang
sah. Bukti-bukti yang dianggap sah adalah bukti yang
mengandung unsur sebagaimana dimaksud di atas dan telah
disahkan oleh Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS.

5) Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS bertanggung

jawab secara formil dan materiil atas penggunaan bukti sah

vang membebani anggaran.

6) Bukti-bukti yang sah dapat berupa diantaranya:
a) Belanja Honor
e fotokopi Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
dan
e Daftar Nominatif Pemberian Honor dengan
menggunakan Daftar Nominatif sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
b) Belanja Bahan

e Kuitansi (Kuitansi 1)/Nota Pembelian /Faktur Barang;



7)

8)
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e Surat Setoran PPn dan PPh Pasal 22 serta Faktur Pajak;
dan
e dalam hal bukan PKP maka tidak diperlukan memungut
PPn dan dilengkapi faktur pajak.
c) Belanja Sewa
e Kuitansi/Nota;
e Surat Setoran PPn dan PPh Pasal 23 serta Faktur Pajak;
o fotokopi STNK (untuk sewa kendaraan); dan
e dalam hal bukan PKP maka tidak diperlukan memungut
PPn dan dilengkapi dengan faktur pajak.
e Photo Barang Sewa
d) Belanja Perjalanan Dinas
e Surat Tugas;
e Daftar Nominatif/Visum Perjalanan yang
ditandatangani oleh Sekretaris PPK/PPS;
e Kuitansi dan Rincian Perjalanan Dinas
e Laporan Perjalanan Dinas
e Photo bukti Perjalanan Dinas
Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas untuk PPK,
PPS dan KPPS dilakukan oleh Sekretaris PPK, Sekretaris PPS
dan Ketua KPPS atas nama Sekretaris KPU Kabupaten
Bandung, dengan ketentuan kegiatan dan alokasi anggarannya
telah tertuang dalam POK yang telah ditetapkan untuk masing-
masing PPK, PPS dan KPPS.
Ketua KPPS bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh
administrasi keuangan kepada negara dengan menyampaikan
bukti-bukti yang sah pertanggungjawaban penggunaan
anggaran anggaran Hibah penyelenggaraan Pemilihan kepada
Sekretaris PPS di wilayahnya (termasuk sisa anggaran) paling

lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara selesai

dilaksanakan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

Penggunaan Anggaran yang telah ditandatangani oleh Ketua
KPPS sebagaimana dimaksud melalui format
MODEL.KEU.SPTJ.02.
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10)

11)

12)
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Sekretaris PPS dibantu staf/pelaksana yang ditunjuk untuk
mengelola keuangan bertanggung jawab untuk menyelesaikan
seluruh administrasi keuangan kepada negara (untuk PPS dan
KPPS di wilayah kerjanya) dengan menyampaikan bukti-bukti
yang sah disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
atas Penggunaan Anggaran yang telah ditandatangani oleh
Sekretaris PPS dan staf/pelaksana yang ditunjuk mengelola
keuangan sebagaimana dimaksud kepada Sekretaris PPK
melalui format MODEL.KEU.SPTJ.03.

Sekretaris PPK dibantu staf/pelaksana yang ditunjuk mengelola
keuangan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh
administrasi keuangan kepada negara (untuk PPK dan PPS
termasuk KPPS di wilayah kerjanya) dengan menyampaikan
bukti-bukti yang sah disertai dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran yang telah
ditandatangani oleh Sekretaris PPK dan staf/pelaksana yang
ditunjuk mengelola keuangan sebagaimana dimaksud kepada
Sekretaris KPU Kabupaten Bandung melalui format
MODEL.KEU.SPTJ.04.

Pejabat Pembuat Komitmen wajib melaporkan kepada
Sekretaris KPU Kabupaten Bandung bila dalam batas waktu
yang ditetapkan Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS
belum menyampaikan pertanggungjawaban pengunaan
anggaran, atas dasar laporan dimaksud, KPA menerbitkan
surat teguran kepada Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua
KPPS agar segera menyampaikan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung, tembusan
surat tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah
setempat, Inspektorat KPU, Inspektorat Daerah, Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Atas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Sekretaris
PPK dan PPS, Sekretaris PPK dan PPS  wajib mencatat
seluruh transaksi dengan membuat pembukuan sederhana

terkait uang yang dikelolanya (penerimaan dan pengeluaran).
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13) Sisa uang yang ada di Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan
KPPS pada akhir tahun anggaran dan sebelum berakhirnya
masa jabatan wajib disetorkan kembali kepada
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung. Penyetoran
dapat dilakukan secara berjenjang atau langsung, adapun
mekanismenya akan diatur kemudian.

14) Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS bertanggung
jawab atas penyetoran/pengembalian sisa uang yang ada pada
akhir tahun anggaran dan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagan 4
Alur Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan BPP Adhoc

[KPPS/ PPDP} ;; [ — ]

PPPA 2 HARI SETELAH PPPA DAN BUKTI SELAMBAT-
PEMUNGUTAN LAMBATNYA TGL 5 BULAN
BERIKUTNYA

PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) KPU
KAB.BANDUNG

REKAP PPPA DAN BUKTI
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL
4 7 BULAN BERIKUTNYA
5

BENDAHARA
PENGELUARAN KPU
KAB.BANDUNG

5. Batasan Penyelesaian Pertanggungjawaban BPP Ad Hoc
a. KPPS menyusun bukti-bukti pengeluaran dan menyerahkan
kepada PPS, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disertai
seluruh bukti asli pengeluaran sebanyak 2 (dua) bendel/rangkap

dan selanjutnya dikirimkan kepada PPS paling lambat 2 (dua) hari

kalender setelah pemungutan suara dilaksanakan.

b. PPS menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

kepada PPK setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan

berikutnya berupa Buku Kas Umum. Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan dan Rekap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
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(MODEL.KEU.REKAP.02) disertai seluruh bukti asli pengeluaran
dari PPS sendiri dan seluruh bukti pengeluaran dari masing-
masing PPDP dan KPPS berdasarkan format yang telah ditetapkan.
c. Laporan Pertanggungjawaban dibuat sebanyak 3 (tiga)
bendel/rangkap:
1) 1 (satu) bendel/rangkap untuk KPU Kabupaten Bandung;
2) 1 (satu) bendel/rangkap untuk PPK;
3) 1 (satu) bendel/rangkap untuk arsip PPS.
d. PPK menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bandung setiap bulan

selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya berupa

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Rekap Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (MODEL.KEU.REKAP.03) disertai
seluruh bukti asli pengeluaran dari PPK sendiri dan seluruh bukti
pengeluaran dari masing-masing PPS berdasarkan format yang
telah ditetapkan.

e. Laporan Pertanggungjawaban dibuat sebanyak 2 (dua)
bendel/rangkap:

1) 1 (satu) bendel/rangkap untuk Kabupaten Bandung;
2) 1 (satu) bendel/rangkap untuk arsip PPK.

f. pada akhir masa bakti, PPK harus menyampaikan seluruh bukti-
bukti sah atas penggunaan anggaran disertai bukti sisa dari
penggunaan anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU
Kabupaten Bandung.

6. Prosedur Penggunaan Bukti-Bukti Pengeluaran Anggaran Hibah

Kelengkapan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah berpedoman

pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara antara lain meliputi :
a. Penggunaan Bukti-Bukti Pengeluaran di PPK
1) Honorarium untuk PPK dan Sekretariat PPK dibuktikan dengan
daftar nominatif pembayaran uang honorarium
(MODEL.KEU.NOM.02) disertai dengan kwitansi
(MODEL.KEU.KW.01).
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9)
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Pembayaran honorarium untuk narasumber dilengkapi dengan
daftar hadir narasumber, keputusan penunjukan narasumber
dan c.v. narasumber serta bukti setoran pajak narasumber yang
disetor kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung.
Pembayaran uang saku rapat dilengkapi dengan surat undangan,
surat tugas, daftar nominatif penerima uang saku serta daftar
hadir peserta rapat.

Pembelian/pengadaan barang/jasa, antara lain alat tulis kantor
dibuktikan dengan kwitansi dan nota .

Konsumsi dan/atau sewa peralatan, dan/atau sewa ruangan dan
lain-lain kebutuhan untuk keperluan rapat, dibuktikan dengan
kwitansi dan nota.

Biaya pengangkutan untuk distribusi logistik dibuktikan dengan
Kwitansi dari pihak ke tiga, disertai dengan bukti dukung berupa
Berita Acara (BA) distribusi logistik, perjanjian sewa alat angkut.
Perjalanan dinas PPK ke KPU Kabupaten Bandung, ke PPS dan
KPPS, dibuktikan dengan Surat Perintah tugas, kwitansi
perjalanan dinas (MODEL.KEU.KPD.0O1) dan bukti konfirmasi
penyelesaian tugas (MODEL.KEU.BKPT.01). Sedangkan untuk
kegiatan rapat diberikan uang saku rapat yang dibuktikan dengan
daftar nominatif pembayaran uang saku rapat
(MODEL.KEU.NOM.03) dan kwitansi.

Sewa alat pendukung kegiatan di PPK dibuktikan dengan
Kwitansi dan disertai dengan bukti dukung berupa perjanjian
perihal sewa alat pendukung kegiatan tersebut.

Seluruh bukti sah wajib disahkan oleh Sekretaris PPK.

b. Penggunaan Bukti-bukti Pengeluaran di PPS
1) Honorarium untuk PPS dan Sekretariat PPS dibuktikan dengan

2)

daftar nominatif pembayaran uang honorarium
(MODEL.KEU.NOM.04) disertai dengan kwitansi.

Pembayaran honorarium untuk narasumber dilengkapi dengan

daftar hadir narasumber, keputusan penunjukan narasumber dan

c.v. narasumber serta bukti setoran pajak narasumber yang disetor

kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung.
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Pembayaran uang saku rapat dilengkapi dengan surat undangan,
surat tugas, daftar nominatif penerima uang saku serta daftar hadir
peserta rapat.

Pembelian/pengadaan barang/jasa, antara lain alat tulis kantor
dibuktikan dengan kwitansi dan nota.

Perjalanan dinas PPS ke PPK dan KPPS; dibuktikan dengan Surat
Perintah tugas, Kwitansi perjalanan dinas (MODEL.KEU.KPD.02)
dan Bukti konfirmasi penyelesaian tugas. Sedangkan untuk
kegiatan rapat diberikan uang saku rapat yang dibuktikan dengan
daftar nominatif pembayaran uang saku rapat dan kwitansi.

Biaya pengangkutan untuk distribusi logistik dibuktikan dengan
daftar nominatif distribusi kotak, kwitansi dinas (Form. kwitansi
Dinas) dan bukti dukung Berita Acara (BA) distribusi logistik.
Seluruh bukti sah wajib disahkan oleh Sekretaris PPS.

c. Penggunaan Bukti-bukti Pengeluaran di KPPS

1)

2)

3)

Honorarium untuk KPPS dibuktikan dengan daftar nomonatif
pembayaran uang honorarium (MODEL.KEU.NOM.05)

Pembelian pengadaan barang/jasa cukup dibuktikan dengan
surat pernyataan tanggungjawab dari ketua KPPS telah
dibelanjakan atas pengadaan barang/jasa dimaksud
(MODEL.KEU.SPTJ.05)

Perjalanan dinas KPPS, dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas,
kwitansi perjalanan dinas (MODEL.KEU.KPD.03) dan bukti

konfirmasi penyelesaian tugas.

C. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BPP AD HOCK

1.

Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak wajib dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung sesuai dengan

ketentuan.

Pungutan pajak (uang) atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan
oleh Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS, disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bandung Pemilihan

untuk dilakukan penyetoran.
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Pemungutan pajak atas pengadaan barang/jasa terhadap pihak yang
tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif
sebesar 2 (dua) kali lipat.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai netto atau 1/11 (satu persebelas) dari bruto terhadap pembayaran
pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000,00
termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah.adalah pembayaran yang nilainya melebihi Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terutang atas semua belanja barang
dengan nilai di atas Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah dengan tarif sebesar 1,5% (satu
koma lima persen) bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan tarif sebesar 3% (tiga persen) bagi yang tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (non NPWP) dengan dasar penghitungan PPh
Pasal 22 adalah harga pembelian tidak termasuk PPN. Pembelian
Barang yang tidak terutang PPh Pasal 22 yaitu Bahan Bakar Minyak
(BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), pelumas, bendapos, pemakaian
air, dan listrik.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong atas penghasilan terkait
sewa atau penggunaan harta selain tanah/bangunan Jasa yang
diserahkan oleh Wajib Pajak Badan Dasar penghitungan PPh Pasal 23
tidak termasuk PPN dengan tarif sebesar 2% (dua persen) bagi yang
memiliki NPWP dan tarif 4% (empat persen) untuk yang tidak memiliki
NPWP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain
Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium bagi
anggota BPP Ad Hoc sebagai berikut:
a. Imbalan yang diterima oleh anggota BPP Ad Hoc yang berstatus
sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara
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Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Pensiunannya

dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final.

b. Imbalan yang diterima oleh anggota BPP Ad Hoc yang
berstatus bukan sebagai Pejabat Negara/Pegawai Negeri
Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik
Indonesia/Pensiunannya, untuk;

1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan

2) Panitia Pemungutan Suara (PPS), merupakan imbalan
berdasarkan kesepakatan kerja untuk jangka waktu tertentu
yang diberikan dalam jumlah tertentu secara teratur, sehingga
atas imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan
pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dengan tarif
berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor S-180/PJ/2018 tentang
Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan
Penyelenggara Pemilu Ad Hoc; dan

3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
merupakan imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam
suatu kegiatan sebagai anggota kepanitian sehingga atas
imbalan tersebut di potong PPh Pasal 21 dengan ketentuan
pemotongan PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan dengan tarif
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-180/PJ/2018
tentang Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan
Penyelenggara Pemilu Ad Hog;

8. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang
bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Nilai
Bea Materai yang berlaku saat ini adalah Rp3.000,00 dan
Rp6.000,00. Bea Materai untuk pembayaran Rp250.000,00 sampai
dengan Rp1.000.000.00 sebesar Rp3.000,00. Bea Materai untuk
pembayaran diatas Rp1.000.000,00 sebesar Rp6.000,00,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain
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Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

9. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21/26 bagi BPP Ad Hoc:

a. PPK yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua
Golongan 1V) yang menerima honor misalnya sebesar Rp
2.200.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:
15% x Rp2.200.000,00 = Rp330.000,00
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar Rp330.000,00.

b. PPS yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua
Golongan [V) yang menerima honor misalnya sebesar
Rp1.200.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp1.200.000,00 = Rp60.000,00
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut sebesar Rp60.000,00.

c. PPK yang berstatus non PNS dengan contoh (Ketua) menerima

honor bulanan sebesar Rp2.200.000,00.

Honorarium sebulan = Rp2.200.000,00
Biaya Jabatan 5% x Rp2.200.000,00 =Rp 110.000,00
Penghasilan Neto Sebulan = Rp2.090.000,00
Penghasilan Neto Setahun = 12 x Rp2.090.500,00
= Rp25.080.000,00
PTKP (TK/0) = Rp54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak =Rp 0,00

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp0,00 = Rp0,00

PPh Pasal 21 sebulan:

Rp0,00 12 = Rp0,00

Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp0,00.

d. PPS yang berstatus non PNS dengan contoh (Ketua) menerima
honor bulanan sebesar Rp1.200.000,00.
Honorarium sebulan = Rp 1.200.000,00
Biaya Jabatan 5% x Rp1.200.000,00 =Rp 60.000,00
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Penghasilan Neto Sebulan = Rp 1.140.000,00
Penghasilan Neto Setahun = 12x Rp1.140.000,00
= Rp 13.680.000,00
PTKP (TK/O) = Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak =Rp 0,00

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp0,00 = Rp0,00
PPh Pasal 21 sebulan:
Rp0,00 : 12 = Rp0,00
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp0,00.

e. KPPS yang berstatus sebagai PNS dengan contoh (Ketua adalah
PNS Golongan III) menerima honor misalnya sebesar
Rp.900.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp900.000,00 = Rp45.000,00
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp32.500,00.

f. KPPS yang berstatus sebagai non PNS memiliki NPWP dengan
contoh (Ketua) menerima honor misalnya sebesar
Rp900.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp900.000,00 = Rp45.000,00
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp45.000,00.

g. KPPS yang berstatus sebagai non PNS tidak memiliki NPWP
dengan contoh (Ketua) menerima honor misalnya sebesar
Rp900.000,00.

PPh Pasal 21 terutang:
5% x 120% x Rp900.000,00 = Rp54.000,00
Sehingga PPh Pasal 21 yang dipungut Rp54.000,00.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG AGUS BAROYA




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 2/KU.03.2-Kpt/3204/Kab/1/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020 UNTUK
BADAN PENYELENGGARA AD HOC

FORMAT DAN MODEL DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM
PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN ANGGARAN ANGGARAN HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

MODEL.KEU.SPTJ.01

Surat pernyataan tanggung  jawab
PPK/PPS/KPPS

MODEL.KEU.SPTJ.02

Surat pernyataan tanggung jawab KPPS

MODEL.KEU.SPTJ.03

Surat pernyataan tanggung jawab PPS

MODEL.KEU.SPTJ.04

Surat pernyataan tanggung jawab PPK

MODEL.KEU.BTT.02

Bukti tanda terima PPK

MODEL.KEU.BTT.03

Bukti tanda terima PPS

MODEL.KEU.REKAP.02

Rekapitulasi laporan realisasi
pertanggungjawaban penggunaan

anggaran belanja hibah SE PPS

MODEL.KEU.REKAP.03

Rekapitulasi laporan realisasi
pertanggungjawaban penggunaan

anggaran belanja hibah SE PPK

MODEL.KEU.SPPKD.PPK.01

Surat permohonan pengajuan

kebutuhan anggaran PPK

MODEL.KEU.SPPKD.PPS.01

Surat permohonan pengajuan

kebutuhan anggaran PPS
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MODEL.KEU.NOM.02

Daftar nominatif Honor PPK

MODEL.KEU.KW.01

Kuitansi

MODEL.KEU.KPD.O1

Kuitansi perjalanan dinas PPK

MODEL.KEU.BKPT.O1

Bukti konfirmasi penyelesaian tugas

MODEL.KEU.NOM.03

Daftar nominatif Uang Saku Rapat

MODEL.KEU.NOM.04

Daftar nominatif Honor PPS

MODEL.KEU.KPD.02

Kuitansi perjalanan dinas PPS

MODEL.KEU.NOM.05

Daftar nominatif Honor KPPS

MODEL.KEU.SPTJ.05

Surat pernyataan tanggung  jawab

Belanja Barang

MODEL.KEU.KPD.03

Kuitansi perjalanan dinas KPPS

FORM BA KAS.O1

Berita Acara Pemeriksaan Kas

FORM BA KAS.02

Berita Acara Pemeriksaan Kas Fisik

FORM VERIFIKASI SPJ-01

Verifikasi Bukti Pertanggungjawaban

FORM VERIFIKASI SPJ-02

Rekap hasil Verifikasi Bukti

Pertanggungjawaban




MODEL.KEU.SPTIJ.01

PPK/PPS/KPPS

Telepon : (...... )i sesssnsssnsse Fax. : (.eues. esssmmmamnas

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:
Nama - A R S T S S
Jabatan : Sekretaris PPK/PPS/KPPS ......cccvvveiiininnanens

menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan
dan penggunaan uang/dana pemiliian: s
......................................................................... sebagaimana Surat
Pernyataan tanggunggungjawab penggunaan anggaran pemilihan beserta
bukti-bukti pengeluaran yang sah dengan rincian :

1. Jumlah Penerimaan  RP sesssissssssissssiiusisssssasesssvmssanis
2. Jumlah Pengeluatatl RP ssssosssemssssvmeseasmsmssommsangarmsass
3. Sisa Dana RP oo e G s s e

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai
pertanggungjawaban penggunaan dana pemilihan.

Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS



Nomor
Lampiran

Perihal

MODEL.KEU.SPTJ.02

........ s 20....
Kepada :
Yth. Sckretaris PPS:iieiss

D - di

: Pernyataan Tanggung Jawab

Penggunaan Anggaran Pemilihan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama N R

2. Alamat TR RS S

3. Jabatan i Ketiia KPPS ..cimessssssmmmsnsisiss

Menyatakan bertangung jawab secara formal dan material atas penerimaan
dan penggunaan uang/dana dengan rincian sebagai berikut:

I. Rincian Pengeluaran

NO Kode Akun Uraian Wil Keterangan
Pengeluaran Bukti
1 Ada
2 Ada
3 Ada
4 Ada
Jumlah

II. Penerimaan dan Pengeluaran

NO Kode Akun Uang fgglgenma Realisasi Sisa Uang

DN |=

Jumlah

Atas rincian di atas, saya berkewajiban untuk menyampaikan bukti-
bukti pengeluaran yang sah kepada Sekretaris
KPU. oottt yang akan dilakukan secara berjenjang

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai
pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilihan.



Nomor
Lampiran
Perihal

MODEL.KEU.SPTJ.03

Kepada :
Yth. Sekretaris PPK.............

T - di
: Pernyataan Tanggung Jawab

Penggunaan Anggaran Pemilihan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama = @ .ooiiiiiiiiiiiiiiiieennes
2: AlSHat ¢ aassssescsassmies
3. Jabatan : Sekretaris PPS .........ccoiiiiiiiiiiinn

Menyatakan bertangung jawab secara formal dan material atas penerimaan
dan penggunaan uang/dana dengan rincian sebagai berikut:
I. Rincian Pengeluaran

NO Kode Akun Dralam Jumlah Keterangan
Pengeluaran Bukti
1 Ada
2 Ada
3 Ada
4 Ada
Jumlah
II. Penerimaan dan Pengeluaran
NO Kode Akun Uang yg Ditesima Realisasi Sisa Uang
(POK)
1
2
3
4
Jumlah
III. Rincian Realisasi PPS dan per-KPPS
NO NAMA Uang TgoD]ge“ma Realisasi Sisa Uang
1 | PPS...
2 | KPPS...
3 | KPPS...
4 Dst....
Jumlah
Atas rincian di atas, saya berkewajiban untuk menyampaikan bukti-
bukti pengeluaran yang sah kepada Sekretaris
KU ccnsmssnsmsssmeismmiassinsasesssssoues yang akan dilakukan secara berjenjang

melalui Sekretaris PPK..................
Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai
pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilihan.

SEKRETARIS

ttd & cap



Nomor
Lampiran
Perihal

Yth.

: Pernyataan Tanggung Jawab
Penggunaan Anggaran Pemilihan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
2. Alamat
3. Jabatan

MODEL.KEU.SPTJ.04

Kepada:

Sekretaris KPU

di

20..

Menyatakan bertangung jawab secara formal dan material atas penerimaan

dan penggunaan uang/dana dengan rincian sebagai berikut:

I. Rincian Pengeluaran

Uraian Keterangan
NO | Kode Akun i ol Jumlah Buktig
1 Ada
2 Ada
3 Ada
4 Ada
Jumlah
II. Penerimaan dan Pengeluaran
NO Kode Akun Uengiye Ditexis Realisasi Sisa Uang
(POK)
1
2
3
4
Jumlah
III. Rincian Realisasi PPK dan per-PPS
NO NAMA Uang "’ggﬁfe"ma Realisasi Sisa Uang
1 PPK...
2 PPS...
3 PPS...
4 Dst....
Jumlah

Atas rincian di atas, saya berkewajiban untuk menyampaikan bukti-

bukti pengeluaran yang sah kepada Sekretaris KPU

yang telah dilakukan secara berjenjang.

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai
pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilihan.

SEKRETARIS

ttd & cap




MODEL.KEU.BTT.02
2 o
D R ey
BUKTI TANDA TERIMA
Nomor: .........
SUDAH TERIMA DARI { 'SEKRETARIS PPK :.cuusuuniiosss
UANG SEBESAR B S A 5 S R R AN S
RP: ssasavssssmsssaasenisvmsens
UNTUK KEPERLUAN :  PEMBIAYAAN KEGIATAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU DI
KELURAHAN /DESA .uoivaosiumunsansassvavsie
DENGAN RINCIAN DIBAWAH INI.
NO. URAIAN RINCIAN BIAYA JUMLAH
PPS DESA/KEEURAHAN ....ccunaamiaamsiveiieite Rp.
i KPPS DEF TIPS souusasnsivasming Rp.
2, KPPS DI TPS wusmnssmnsnsins Rp.
3 KPPS DI TPS s usaisns Rp.
4 dst... Rp.
Jumlah Rp. -
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Staf Sekretariat Urusan Keuangan Sekretaris PPS
PPK ..cooevnennnns Kel/Desa ..ccovvevneinnnnnn
Mengetahui,
....................................... Ketua PPS

NIP. :covesvmovamnnaims Kel/Desa ...uweisaosivizis




MODEL.KEU.BTT.03
KPPS: sscssusuwssssssenss
Fiswsessesnsusevssngenes
BUKTI TANDA TERIMA
NOPIOTE wuwesise
SUDAH TERIMA DARI : SEKRETARIS PPS .........ccccinenn.

UANG SEBESAR

| o T e

UNTUK KEPERLUAN : PEMBIAYAAN KEGIATAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU KPPS
DLILPS! ... 5o msmsvser it
DENGAN RINCIAN DIBAWAH INI.

NO. URAIAN RINCIAN BIAYA JUMLAH
1 KPPS DI TERS:...mmessmenmvonnessnmsnnens Rp.
Jumlah Rp. -
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Staf Sekretariat Urusan Keuangan Ketua KPPS ....
PP susssuinsssune
Mengetahui,
....................................... Ketua Sekretaris PPS

NIP.
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MODEL.KEU.SPPKD.PPK.O1

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA

PPK { wisssmspenmmimnsssivsss
INOHOT S e TR R Tanggal @ ..ccovviiiiiiiiiiiinennnn..
Kepada
Yth. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota................c..c....
Cq. Sekretaris KPU/KIPKabupaten/Kota .........ccccvuvvnennnen.
o
Dengan ini kami sampaikan permohonan pengajuan kebutuhan dana yang
diperlukan. oleh PPK.::oamenensnsmsmmimyms yang akan digunakan untuk
kegiatai pEtRilham! sovevmsmessresm s s e S s s R s s dengan
rincian sbb :
1. Kebutuhan dana PPK K T o T B s e B B
2. Kebutuhan Dana PPS o T S A R T S R RS e A R
3. Kebutuhan Dana PPDP s R S R S TR S R
4. Kebutuhan Dana KPPS O G S S
TOTFALKEBULUHAN DANA  #uow s Sifiu oo iSessm byl Susois

Rincian Kebutuhan dana (terlampir) (RAB)

Mengetahui, . S —— 200
Ketua PPK Sekretaris PPK Kecamatan .........cccoevvvviiiiiiinninnnn...
T ) T )
NIP
Telah diverifikasi tgl..cccomnmisnimaas
Pejabat Pembuat Komitmen
1 7] 2 0N T ST NI O SO o . S
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MODEL KEU.SPPED PP5.01

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA

Kepada
Yih. Sekoetaris PPE..............
AL

Dengan ini kami sampaikan permohonan pengajuan kebutuhan dana yang
diperlukan aleh PPS... yang akan digunakan untulk
kegiatan pemilihan .. e e e dengan
rincian sbhb :

1. Kebutuhan dana PPS

2. Kebutuhan Dana PPDP

3. Kebutuhan Dana KPPS

TOTAL KEBUTUHAN DANA

Rincian Kebutuhan dana (terlampir) (RAB)

Mengetabwi, L e e 201 ...

Ketua PPS....... Sekretaris PPS DesafKel ..o,
U, ] { J

Telah diverifibkasi tgl.......

Sekretaris PPK. ...
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MODEL.KEU.KW.01
No. Buku : ........
KUITANSI
NODIOE: cuvecosssassimsesmmncnsvarussmivosussossvsnssusssovesss
Sudah Terima Dari . Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS ..................
Uang Sejumlah RO RN USR5 - IR YN SR - - NS
( Rbowssmsmmnnmmennaig )
Untuk Pembayaran D R R TR ST TS S SRR
Penerima,
................. (Nama PT/CV/Toko)
Materai dan Cap PT/CV/Toko
(e )
DIREKTUR/PEMILIK
Staf Sekretariat Urusan Keuangan Setuju Dibayar

PPK/PPS/.....cccuv.... Sekretaris PPK/PPS/Ketua KPPS
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MODEL.KEU.KPD.01
PRK.isssssmsmssssnmis
|
KUITANSI PERJALANAN DINAS
NOMOLS s.sussssssassssnasssnsssonsossssnssssnavisssen
SUDAH TERIMA DARI S R e SR
UANG SEBESAR R I R e
GUNA PEMBAYARAN ; Bidya Petjalanan Dinas Ke :eesissosssisesmnise
Sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris PPK ........................
NOMOr ..vveeeevviiiiinnnn. Tanggal ....ccoeevvivinnenenns
NO. URAIAN RINCIAN BIAYA JUMLAH
1 Uang Harian (uang makan, uang saku, transport lokal) Rp.
Selama ....... Hati XRD; wvassvs -
Jumlah Rp. -
......................... T . Eo
Yang Membayar, Yang Melakukan Perjalanan
Staf Sekretariat Urusan Keuangan
PPK ....ccco..
NI s ussmssismmisssssssissses
Berangkat Dafi i Tiba di R
Pada Tanggal : ... Pada;Tanggal: ¢ .mesevsssesssovissmsmanans
Ke/MenWju  iwwsmsssssvisisarsarsvinsss
Sekretanis PPK =~ =0 [ cissesodbsensdbasenmesaieg
Tempat Kedudukan Tempat yang dituju
Betatigkat DAt % waswsnswimawsisevemng Tiba di R S R
Pada; Tanggal & Pada:Tanggal: i cuswvasssavnies
Ke/MeNUU  Hunsmnmssssnenvssviis
" Perjalanan telah diperiksa dan disetujui"
............................................ Sekretaﬁs PPK
Tempat yang dituju Tempat Kedudukan
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MODEL.KEU.BKPT .01
PPK/PPS/KPPS/PPDP
01y QR (T (R——— 7 S W R

BUKTI KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS

NOMOT: cssssavsannssmmnin i

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama ..............................................

Jabatan : Sekretaris PPK/PPS/PPDP/Ketua KPPS ...................

Menyatakan bahwa sesuai surat tugas Sekretaris PPK/PPS/PPDP/Ketua KPPS Nomor .............cccvvvvueenins
Tanggal q..ovsmsonvamsmsvsenss

Nama ..............................................

Jabatan T epsesemsssneenssssennissee OSSR SRR (Ketua/Anggota /Sekretaris/Staf BPP Ad-Hoc)

Melaksatiakan tigas/pekerjaan dalam TANFIA uusevsusssesmisers s s i e i s s i ey
Pada tanggal D T e T e

Tujuan tempat L T T T

Lembar Konfirmasi

Yang Berangkat, Yang Menerima/Tujuan,

Mengetahui,
Sekretaris PPK/PPS/PPDP /Ketua KPPS
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MCDEL HEU KFD.OZ

KUITANSI PERJALANAN DINAS

SUDAH TEFIMA DAFRI

UANG SEEESAR R — T

U A FEMBATARAIN : Hiaya Perjalanan Linag Ke .......cccimommanas

Secuai dengan Surat Tugas Sekretarics PP . oocainimn.
- -0 R, 1 1 1 R —

N URAIAN RINCIAN BIAYA JUMLAH

1 Wang Harian juang makan, uang saku, tranzpart lokal| Ep

Selama ... Har 2 RBp oo

Jumlah Fp

- - W

Yang Membayar, Tang Melakukan Perjalanan
Seaf Sekretariat Urusan Keuangan

Ha fbenuju

Selcretanz FFS

TampEn KiSulubes Tempad veag Si8gy

Ka [Manuju B

Sekratariz FFS
Tampas yang divay TAMGM Kdll ol a8




-20 -

e o ST BEY G

..... 449 Braey ueSuenay WesTun 1eelaIysg Jelg minysdfuap/ miyelssusp
- dy - edy -4 ody HYTNNC
g "35p| g
g
¥ ¥
£
z z
- dy - edy -0 edy 1
HISHIA | ¥VIvd 1od HOLOH
VINMHAL VANVL dMdN HOWON TOD NVANANaITd VINMANTd VIHIVN ON
HONOH NVHVSIE
................ TYDONVL = O WON NVSNLNdTH LVEANS IVASHS
.................... NOHVL = Ny IO
...................... NVIVINVOEH " ¥SEA/TEH " SddM WNTMVIONOH DNV NVEVAVE W3d

SOWON NN TIAON

JLLVNIWON HV.LAVa




-21 -

MODEL KEU SPT1.05

Nama T e ee e eeseeaeseeenen e st na s e e n e eane e e nenn

Jabatan I 4 ) 2

menyatakan bertanggungjawab  ataz belanja barang/jaza yang akan
dipunakan untuk pelaksansan pemiliBER ... -
dengan rincian belanja sbb :

2, Jumlah Belanja Jasa P

Demikian surat ini =aya buat untuk dapat dipergunasksn =ebagai
pertangeungjawaban pengeunaan dana pemilihan,

Ketua KPPS
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|  MODELKEU.KPD.03

KPR o ooosissmissotyrpy
N | e
SUDAH TERIMA DARI
UANG SEBESAR
GUNA PEMBAYARAN
NO. URAIAN RINCIAN BIAYA JUMLAH
1 Uang Harian {uang makan, uang saku, transport lokal) Rp
Selama ....... Haet R R o ociiiinrnscenss -
Jumlah Rp .
............ R LA NPT )
Yang Membayar, Yang Melakukan Perjalanan

EEET T T LT T LT T T TEaT T

Tiba di
Pada Tanggal
.Tmput yang dituju
> R AR (ASS Tiba di LB D) X T,
Pada Tangga! Pada Tanggal Asaisaarddda
Ke /Menuju
Ketua KPPS
Tempat yang dituju Tempat Kedudukan
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FORM BA KAS.01

PANITIA PPK/PPS
KECAMATAN/DESA...........
KABUPATEN BANDUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada han ificeeesse 13000akeen . bulan Janear tahun e, kzmi selaky Sekretaris
PPEJPPS telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembanoy PPE/PPS dengan nomor
rekEning .o Sengan posisi sabdo Buku Kas Umum sebesar Ap.een- dan Momeor Bukti terakhir
M¥Imar §

Adapun hasllpernerlks.aan kas s=hagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A, Saldo Kas Bendzhara
1 Saldo BP Kas (Tunai )
2 Saldo BP Kas (Bank) Rp -
3 Jumlah [A1+AZ) Rp -
B. Saldo Kas tersebut pada hwruf &, terdiri dari :
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp -

2 Saldo BP Pajak Rp -
3 Saldo BP Lzin-lain Rp -
4 Jumlzh [B1+B2+B3) Rp .
. Selisih Pembukuan {A4-B5) Rp -

II. Zaldo BP Lain-lzin sebagaimana angka LB.3. terdiri dari:
B a1 R AR RS SRR RS

I11. Hasil Pemeriksaan Kas
&, Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara  Rp -
2 Uang di rekening Rp -
3 Jumlah Kas {Al+A2) Rp -
B. Selisih Kas (IAL - IIA3) Rp -

IV, Penjelasan atas selisih

&, Selizih Kas
fang diperiksa: ¥ang memeriksa:
EPP PRE/PRS Zekretars PPESPPS
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FORM BA KAS.02

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

I Saldo Kas {menurut buku pembantu kas tunai) Rp.

I Saldo Kas Fisik

Rp.

I Selisih Kas [1-2) Rp.
IV Penjelasan atas selisih kas: Rp. 0
RINCIAN KAS FISIK
PECAHAN RUPIAH LEMBAR NILAI (Rp)
(13 (2] (B=1{1)={2}
100.000 o
=0.000 o
20.000 1]
10.000 ]
5.000 1]
2.000 1]
1.000 0
500 0
200 0
100 0
JUMLAH 0
MengetahuifMenyetujui

Sekretaris PPK [PPS BFF PPK/PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG AGUS BAROYA
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